
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 034 TAHUN 2019 

TENTANG  

PEMUTAKHIRAN ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH                                  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang:  a.  bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan 

anggaran serta memenuhi persyaratan penyusunan Rencana 
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Pemutakhiran Analisis Standar Belanja Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan;  

  

Mengingat:   1.  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan  Undang-Undang 
Darurat  Nomor 10 Tahun 1957 antara lain  mengenai 
Pembentukan  Daerah Swatantra Tingkat  I  Kalimantan Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3852); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018      
Nomor 157); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13   

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan      

Tahun 2007  Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092          
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071          

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2018 Nomor 71); 

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072          
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 
Nomor 72); 

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Nomor 027 
Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Standar Analisis Belanja 

Kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 27); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUTAKHITRAN ANALISIS 
STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 

SELATAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang 
digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program 

atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. 

6. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 

kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpulan tidakan pergerakan sumber daya baik yang 
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

 

Pasal 2 

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang 
berlaku sama untuk seluruh SKPD. 

Pasal 3 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

Dalam hal terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa, maka dilakukan 
kebijakan penyesuaian indeks analisis standar belanja yang ditetapkan oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah. 
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Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai 
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

 Ditetapkan di Banjarmasin 
 pada tanggal  22 April 2019      

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

ttd 
 

                SAHBIRIN NOOR 
 
   

              
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 22 April 2019      

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

       KALIMANTAN SELATAN, 
 

                       ttd 

 
              ABDUL  HARIS 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2019 NOMOR 34 


